Menimbang :

Mengingat

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

bahwa berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa Penyusunan Anggaran Berdasarkan
Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator
Kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan
Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai Peraturan
Perundang-undangan;

bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu
mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis, perlu
ditetapka Analisa Standar Belanja yang digunakan oleh Tim
Anggara Pemerintah Daerah dalam Menilai Kewajaran atas
Anggaran Program/Kegiatan yang diajukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
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Republik Indonesiaa Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan = Rakyat  Daerah, dan  Informasi  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah
2015;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan  Honorarium,
Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 57);

31. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 74)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang 74 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014
Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Batang.

Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar atau
pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya
setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oelh suatu SKPD dalam
satu tahun anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinannya.

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan pimpinan oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
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(1)

(2)

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam punyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalaha dokumen yang
memuat Kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Deskripsi Kegiatan merupakan Pengertian, Penjelasan dan batasan dari
Kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang
digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang
termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang
sama.

Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian Obyek Belanja yang
diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/group
kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

BAB II
RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Pasal 2

ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian
kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan
sebuah kegiatan.

ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengatur standar dalam
penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh
SKPD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai
berikut:

a.

Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan
menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan
setiap SKPD

. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap SKPD, fungsi perencanaan

pemerintah daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk
memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada
dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

. Sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD) tiap-tiap SKPD

dokumen ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD
mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah
(besaran) rupiah yang diperkanankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4



ASB sebagaimann dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian
anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan
anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III
MUATAN ASB
Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Deskripsi Kegiatan;
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan;
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan
Pengertian, Penjelasan dan Batasan dari kelompok/group kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus
sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

Persamaan Penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total
belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan
yang mempunyai karakteristik yang sama.

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk
dalam satu kelompok/group yang mempunyai karakteristik yang sama tidak
boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Persamaan Penghitungan
Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.

Contoh penggunaan Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan
pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai
karakteristik yang sama.

Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap rincian
belanja dari tiap kegiatan.

Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian obyek uraian tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD
tidak diperkenankan diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada
Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek
belanja yang diperkenankan sebagaiman tercantum pada Batasan Alokasi
Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah
mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Kepala TAPD.

SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang
diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah
obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase
yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah
yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di atas, dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang
telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaiman
dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris
Daerah sebagai kepala TAPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 55



